
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahlm 2014 te;otang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Ondang-Ondang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia NomQr 5679); 

5. F'eraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

3. Undang-Undang Nornor 15 Talrun 20.04 'tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara 
(Lembaran Ne_gara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor- 17 Tahun 2003 tentang Keuangan • 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 
Nomor 4286).; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

babwa untuk meJaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelelaan. Keuangan Daer:ah, sebagaimana t:elah 
diubab beberapakali terakb.ir dengan Peratu:ran Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri DalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran 
Belanja, 

Menimbang: 

BUPATI CIREBON, 

DENG.All RABIIAT TUB.AN YANG MAHA EBA 

TATA CARA PERQBSERAN AllGGARAN' BEi.ANJA 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATl C~ON 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang d:imaksud dengan: 
1. Daerab adalab Kabupaten Cirebon; 
2. Bupati adalah Bupati Cirebon; 
3. Pe.merlntab Daerab adalah Bupati Cirebon sebagai unsur 

penyelenggara Pernerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemetintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah otonom; 

4. Sekretaris Daerah adaJah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Cirebon; 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daera:h Kabupaten Cirebon yang 
selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Cirebon; 

6. Anggaran Pe.ndapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerab yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh pemerintah daerab dan DPRD serta ditetapkan dengan 
Peraruran Daerah; 

7. Tim Anggaran Pemerintab Daerah yang selanjutnya disingkat 
TAPO adalab tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati 
dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah/pelaksana tugas 
Sekretaris Daerah/penjabat Sekretaris Daerah yang 
mempunyai tugas .menyiapkan serta melaksanakan kebijakan 
Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya 
terdiri darl pejabat perencana daerah, PPl<D dan pejabat 
lainnya sesuai kebutuhan; 

8. Satuan Kerja Perangkar Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah perangkar kerja pada pemerint:ab 
Kabupaten Cirebon selak:u pengguna anggaran/pengguna 
barang; 

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
dl.singkat PPKD adalab KepaJa Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan Daerab yang mempanyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan berti:ndak sebagal bendahara umum 
daerah: 

10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan 
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi 
SKPD yang dipimpinnya; 

2. 

Pasal 1 

BAB I 
l<ETENTUAN UMUM 

.MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN 
ANGGARAN BELANJA. 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan. Daerah sebagalrnana telah 
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua aias 
Peratura.n Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 31 O); 

7. Peratumn Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengelola.an Keuangan Daerah (Lembaran Oaerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Serl E.6) . 
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(l)Pergeseran Anggaran antar Obyek Bel,anja dalam Jenis 
Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. masih dalam Jenis Belanja berkenaan pada kelompok 

belanja dan kegiatan yang sama; dan 
b. tidak mengubah nilai pagu Jenis Belanja berkenaan 

sebagaimana yang telah tertuang da1am DPA-SKPD. 

(2) Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja dalam Jenis 
Belanja berkenaan sebagai.mana dimaksud pada ayat (1) 
dilakuka:n atas persetujuan Sekretaris Daera.h selaku ketua 
TAPD. 

l3agian Kesatu 
Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja 

Berkenaan 

l3ABill 
KETENTUAN DAN KEWENANGAN PERSETUJUAN PERGESERAN 

ANGGARAN BELANJA • 
Pasa13 

Ruang Iingkup pergeseran anggaran belanja meliputi: 
a. Pergeseran angga.ran antar obyek belanja dalam jenis bela:nja 

berkenaan: 
b. Perg-eseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek 

belanja berkenaan; dan 
c. Pergeeeran /perubahan uraian da1am rincian obyek belanja 

berkenaan. 

Pasal2 

BAa Il 
RUANG LINGKUP 

' 
l I. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjumya 

disingkat DPA,SKPD adalah dokurnen yang memuat 
pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan angga.ran oleh Pengguna Anggaran; 

12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SK.PD yang 
selanjutnya disingkat DPPA-$10'0 adalah dokumen yang 
memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh 
Pengguna Anggaran; 

13. Pergeseran Anggaran adalah Pergeseran Anggaran antar 
Obyek Be!anja daJam .Jenis 'Belanja berkenaan, Pergeseran 
Anggaran antar Rlncian Obyek Belanja dalam 0byek Belanja 
berkenaan, dan pergeseran/perubaban uraian dalam Rincian 
Obyek Belanja berkenaan; 

14. Jenis belanja adalah digit ketiga pada kode rekening belanja; 
15. Obyek belanja adalah digit keempat pada kode rekening 

belanja; 
16. Rincian obyek belanja adalah digit keliroa pada kode rekening 

belanja; 
17. Uraian adalah isian di dalam rincian obyek belanja yang 

lerdirl dad ketemngan uraian, volume, satuan, dan jumlah 
anggaran . • 



4 

(Z) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa 
penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barus clijelaskan dalam 
kolom .lreterangan Peraw.ran Bupati tentang penjabaran 
perubahan APBD. 

(1) Pergeseran an:ggaran belanja sebagalmana dirnaksud dalam 
Pasal, 3 dan Pasal 4 dilakukan dengan mengubah Peraturan 
Bupati. tentang -penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan 
sebagai dasar pelaksanaan yang selanjutnya dianggarkan 
clalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 
tahun anggaran berkenaan, 

(2) Pergeseran/perubahan uraian dalam Rincian Obyek Belanja 
berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dila.kukan 
atas persetujuan.Pf'Kf). • 

Pasal6 

(1) Pergeseran/perubahan uraian dalaro Rincian Obyek Belanja 
berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 buruf c 
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. maslh dalam Rlncian Obyek Belanja berkenaan pada Obyek 

Belanja, Jenis Belanja dan kelompok belanja serta kegiatan 
yang sama; dan 

b. tidak: mengubah nilai pagu Rincian Obyek Belanja 
berkenaan sebagaimana yang telah tertuang dalam DPA 
SKPD. 

Bagian Ketiga 
Pergeseran/Perubahan Uraian Dalaro 

Rincian Obyek Belanja Berkenaan 

Pasal ~ 
• 

(2) Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja da)am 
Obyek Belanja berkenaan. sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan atas persetujuan PPKD. 

(1) Pergeseran Anggaran antar Rincian Obyek Belanja dalam 
Jenis Belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalarn PasaJ 
2 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. masih dalam Obyek Belanja berkenaan pada Jenis Belanja 

dao keloropok belanja serta kegiatan yang saroa; dan 
b. tidak mengubab nilai pagu Obyek Belanja berkenaan 

sebagaimana yang telah ter:tuang dalam DPA-SKPD. 

Pasal 4 

Bagian Kedua 
Pergeseran Ap,ggaran Antar Rinoian Obyek Belanja Dalam Obyek 

Belanja Berkenaan 



5 

BERITA DAE RAH KAEUPATEN Cl Rll:BON TAl:ttrN 2018 N0MOR 54 ,SERl E. 34 

DAERAH KAJ3UPATEN CIREBON,1 PSEKRETARIS 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 16 Clrloiior 2013 

SUNJAYA PVRW ADISASTRA 

Ditetapkan di Sumbet 
pada tanggal. 11 Oktober 2018 

BUPNfl CIREBON, 

TTD 

memerintahkan 
penempatannya 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan 
dalam Belita Daerah Ka:bupaten Cirebon. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

'Pasal 8 

BABlV 
KETENTUAN PENUTUP 

Tata oara pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2· dijabarkan dalam sistem dab. prosedur pergeseran. 
anggaran belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratnran Bupati ini. 

Pasal 7 

J 

• 

, 



BE RITA DAERAH l.{ABUPA'.I'EN CIREBON TAHUN 2018 NOM.OR 54 ,SER) !1. 34 

1· 
RAHMAT SUTRTSNO 

= 
SEKRETARIS DAERAH KA.BUPATEN CIREBON, 

Diundangkan di sumber 
pada tanggal 1Mktb'l,er 201J 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

'ITO 

BOPATI CIREBON, 

Ditetapkan di Sumber 
_padatanggal 11 Oktober 2018 

rnemerintahkan 
penempatannya 

Agar setiap orang mengetahu.inya, 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
dalam Serita Daerah Kabupaten Cirebon . 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diuodangkan. 

Pasal8 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

1'ata cara pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dijabarkan dalam sistem dan prosedur pergeseran 
anggaran belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 7 

• 


